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Society 5.0 Industry 4.0

9 Tl
(810) - 3
d
| . 2 o
\ “il\g]?}'\L{BLlKHI;\DONTE[S];gS] Irreention of ¢ computer SUpef SmOf' SOCie'Y ‘io CYbU' thSiCOl SYS'emS
ond wort of diunbution - . -
of infformetion
From 21 st century
I 7 I
SPHINXIT el Information Society B2 Computer and automation
of maw prodction ' . . -
End of 20th century ' . .
E Mass produchion, assembly line, electricity
| .
o':::ﬁ:,::',:‘"m" Industrial Society & Mechanization, water power, steam power
estcblnhment of settlement . < . a
! End of 18th century
Conintonce Agrarian Society
with seture . -

13.000 BC

X Society 5.0 & Industry 4.0

Hunting Society

= s By o i Boioga : source Keidanren Poper (PDF Opens| & Wikipedic




« VUCA Istilah di dunia militer tahun 1990an (Fog war)
* Volatility = Perubahan yang serba cepat
* Visi, tujuan, niat baik
* Uncertainty = Ketidakpastian
« Complexity = Kompleksitas
e Situasi, kondisi yang rumit
 Tidak bisa diselesaikan secara framentaris
« Ambiguity = Ambigu
* Realitas yang kabur
* Fleksibilitas, keluwesan



Kemampuan-Kompetensi Yang
Dibutuhkan dalam Kondisi-Situasi VUCA

Berorientasi pada pembe€
Mudah beradaptasi-fleksibel-luwes.

Kemampuan-kecerdasan itu tidak bisa dilakukan oleh artificial
inteligence, hanya dipunyai oleh human being

Antisipasi society 5.0 tetap berpusat pada manusia.
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Konsep Pengelolaan Negara Rl
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BERHUKUM

e Membuat Hukum

eMenerapkan Hukum




LANDASAN/ DASAR — HIERARKHI MEMBUAT
HUKUM

[ Politik Hukum Ideal }

PANCASILA

Politik Hukum Dasar — UUD 1945
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Produk Hukum dibawah UU



4 KAIDAH PENUNTUN HUKUM DAN
KEBIJAKAN NEGARA

hukum (NG
tidak terpisahke
Mewujudkan keseJé

bagi seluruh rakyat Indonesia,
Menciptakan toleransi atas dasar kemanusre
berkeadaban dalam hidup beragama.




KONDISI EKSISTEING PEMBUATAN PRODUK
HUKUM (1)

Tidak/ belum konsisten — koheren —
berkorespondensi dengan dasar
landasan dari 4 kaidah penuntunnya




KONDISI EKSISTEING PEMBUATAN PRODUK
HUKUM (1)

Hukum kehilangan orientasi pada tujuan negara Tujuan Hukum itu
Sendiri
~

Hukum sarat dengan kepentingan keluarga golongan
penguasa menjauh dari kepentingan umum

- Hukum kehilangan visi kerakyatan




KONSEP NEGARA HUKUM Indonesia
Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

Prinsip Negara Hukum Pancasila

Religious
Nation State

Basis Hukum
Nasionalis didasarkan
Pada Prinsip yang
Netral dan Universal

Keterpaduan Hukum
Sbg Perubahan Masy
Dan Cermin Budaya masy



Cita Hukum (Rechtsidee)

Negara Hukum Pancasila Harus Sesuai dengan Empat Cita Hukum, Yakni :

* Mewujudke
Kedaulatan H

~

Mewujudkan Kesejahteraan Umum dan Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia

e Menciptakan Toleransi Atas Dasar Kemanusiaan dan

Berkeadabandalam Hidup Beragama



Membangun Sistem Hukum Nasional
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Sistem Hukum Nasional
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